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ABSTRAK 

 
Dunia dalam genggamanmu, teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi telah  

mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan 

mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan 

penegakan hukum. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan internet lebih sering 

dikarenakan akibat kurangnya sikap bijaksana atau sikap kehati-hatian dalam penggunannya. 

Kejahatan di dunia maya diistilahkan sebagai cybercrime muncul seiring dengan perkembangan 

teknologi. Namun, salah satu kasus atau kejahatan cyber yang sangat marak terjadi di Indonesia 

adalah kasus pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah 

menyampaikan ucapan, kata atau rangkaian perkataan atau kalimat dengan cara menuduh 

melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik orang 

yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan, 

atau direndahkan. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen  elektronik adalah 

tindak pidana atau perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang yang 

dilakukan di dunia internet dengan menggunakan dokumen elektronik, yang diatur dalam Pasal 

27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Penyusun 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen 

elektronik, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah  mengenai 

pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bersalah dan menghukum terdakwa 

selaku komisaris atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, 

Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, dengan membatalkan Putusan bebas di 

Pengadilan Negeri Jakarta pusat  dalam putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, terhadap 

pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.Penelitian ini 

merupakan studi kajian pustaka (library research) mengenai Putusan Nomor 

1498K/Pid.Sus/2015 dan putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst bersifat deskriptif 

analistik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis terhadap putusan 

hakim. Ditambah refrensi lain seperti buku, KUHP dan Undang-undang. Hasil dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa 

memperhatikan dalam pertimbangannya hal-hal seperti asas keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan untuk menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, komisaris ,Pencemaran Nama Baik 
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ABSTRACT 

 

The world in your hand, communication, information technology, and digitalization have 

changed the lives of the people, and developed in a new Order of life and encouraged social, 

economic, cultural, defense, security, and Law enforcement. The negative impact caused by the 

use of the Internet is more often due to lack of prudent attitude in its use. Cyber crime is termed 

cybercrime as it emerges with the development of technology. However, the most common cyber  

crime in Indonesia is a case of defamation. The crime of defamation is to convey the word or 

series of words or sentences by accusing certain acts and those aimed at the honor and good 

name of the person which can result in a person's sense of dignity or dignity being defiled, 

humiliated, or demeaned. Criminal defamation through electronic documents is a criminal act 

or act against the defamation of a person who is committed in the Internet world by using 

electronic documents, which are governed by article 27 paragraph (3) of article 45 Paragraph 

(1) of Law No. 19 of 2016 on amendment of law for number 11 year 2008 on electronic 

transactions and information. The author felt interested in conducting research on how the 

judge's consideration in dropping the verdict against criminal defamation cases through 

electronic documents, as well as the subject matter in this study is  Concerning consideration 

of the Supreme Court judge expressed guilt and sentenced the defendant to be the Commissioner 

of criminal defamation through electronic documents, case ruling No. 1498K/Pid. Sus/2015, by 

canceling the free decision in The Central Jakarta District Court in the ruling number 1824/Pid. 

Sus/2013/PN. Jkt. Pst, against the perpetrators of criminal defamation through electronic 

documents. This research is a library research study on Decision Number 1498K / Pid.Sus / 

2015 and decision Number 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst is an analytical description. The 

method of data collection is done by analyzing the judge's decision. Plus other references such 

as books, the Criminal Code and the Law. The results of this study can be concluded that the 

judge in imposing a criminal verdict on the defendant paid attention in consideration of matters 

such as the principle of justice, legal certainty and the benefit of imposing criminal decisions 

in accordance with the criminal acts committed by the defendant. 

Keywords: Criminal Accountability, commissioner, Defamation 
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MOTTO 

 

” Lisanmu adalah budakmu selama kamu tidak berbicara. Dan jika kamu berbicara maka kamu 

menjadi budaknya lisan. Maka pikirkanlah apa yang akan kamu putuskan, akibat dari apa yang 

kamu putuskan, dan bagaimana cara kamu memutuskan ” 

 

 (Ali radhiyallahu ‘anhu)  

 

 

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik – baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ” 

(An Nisa: 58) 
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Lambang/Singkatan : Arti dan Keterangan 

UUD : Undang-Undang Dasar     

UU : Undang-Undang 

ITE : Informasi dan Transaksi elektronik 

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

PID,SUS : Pidana Khusus 

MA : Mahkamah Agung 

PT : Pengadailan Tinggi 

PN : Pengadilan Negeri 

Pt : Perseroan terbatas 

JPU : Jaksa Penuntut Umum 

Jo : Juncto 

PNR : Passanger Name Record 

KCP : Kantor Cabang Pembantu 

SOP : Standar Operasional Prosedur 

SDM : Sumber Daya Manusia 

RC : Reservation Control   

Hlm : Halaman 

CV : Commanditaire Venootschap 

SMS : Short Message service 

Dirut : Direktur Utana 

Ir  : Insinyur 
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